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vKATA PENGANTAR
 ﻢﺴﺑﻢﯿﺣ ﺮﻟ ا ﻦﻤﺣ ﺮﻟ ا  ا
ﺎﻌﻟ ا ب ر  ا ﺪﻤﺤﻟ اﻻ ا ف ﺮﺷ ا ﻰﻠﻋ م ﻼﺴﻟ ا ؤ ﻦﯿﻤﻟ
 ﻰﻠﻋ ؤ ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻧ ﺪﯿﺳ ﻦﯿﻠﺳ ﺮﻤﻟ ا ؤ ء ﺎﯿﺒﻧﻦﯿﻌﻤﺟ ا ﮫﺒﺤﺻ ؤ ﮫﻟ ا
Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita waktu,
tenaga, dan pikiran, maka pada mulanya hanya obsesi, lalu berubah menjadi
gagasan, kemudian direfleksikan dalam bentuk tulisan, sehingga pada akhirnya
rampung menjadi sebuah Skripsi sebagai syarat akademis dalam penyelesaian
studi S-1 pada jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin
Makassar. Oleh karena itu, sembari berserah diri dalam ketawadhu’an dan
kenisbian sebagai manusia, maka sepantasnyalah persembahan puji syukur hanya
di peruntukan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya.
Kemudian kepada Nabi Muhammad Saw, junjungan muslim sedunia, penulis
kirimkan shalawat dan salam kepada beliau serta para sahabat yang telah
memperjuangkan Islam sebagai agama sekaligus sebagai Ideologi rasional.
Disadari betul bahwa penulis sebagai bagian dari seluruh makhluk tuhan
yang dhaif yang sudah pasti secara sosial sangat membutuhkan bantuan dari
orang lain. Oleh karena itu, terasa sangat bijkasana bila penulis menghaturkan
terima kasih yang tak terhingga kepada sederetan hamba allah yang telah
memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, rangsangan dan
bantuan yang mereka berikan kepada penulis kiranya dicatat oleh Allah Swt
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1. Kedua orang tua terkasih Abu Bakar serta ibuku St. Rabina, semoga Allah
Swt melimpahkan Ridho-Nya dan Kasih-Nya kepada keduanya.
Sebagaimana dia mengasihiku penulis semenjak kecil, yang atas asuhan,
limpahan kasih sayang serta dorongan mereka, penulis selalu peroleh
kekuatan material dan moril dalam menapaki pencarian hakikat diri. Kepada
saudara-saudara tercinta dan kepada keluarga dekatku semua yang terlibat
(secara tidak langsung) dalam prosesi perjalanan dunia akademik penulis.
2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., M.S. selaku Rektor UIN Alauddin
Makassar.
3. Prof. Dr. H. Ali Parman, MA. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
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7. Bapak kepala perpustakaan beserta stafnya yang selalu berkhidmat
(melayani, menyediakan) referensi yang penulis butuhkan selama dalam
penulisan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih kepada juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan
dalam menapaki jenjang pendidikan yang sedikit banyak telah memberikan
kritik konstruktif dan membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini,
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langsung.
Akhirnya, meskipun skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin
agar terhindar dari kekeliruan dan kelemahan, baik dari segi substansi dan
metodologi, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik yang sifatnya
membangun demi kesempurnaan isi. Penulis mohon maaf atas judul yang
berbunyi lebih bagus daripada isi. Demikian semoga apa yang ditulis dalam
Skripsi ini diterima oleh Allah swt sebagai amal saleh.
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DAFTAR TRANSLITERASI
A. Transliterasi
1. Konsonan
Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai
berikut:
b : ب z : ز f : ف
t : ت s : س q : ق
ts : ث sy : ش k : ك
j : ج sh : ص l : ل
h : ح dh : ض m : م
kh : خ th : ط n : ن
d : د zh : ظ w : و
dz : ذ ' : ع h : ه
r : ر gh : غ y : ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').
ix
2. Vokal dan Diftong
a. Vokal atau bunyi (a), (i) dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:
Vokal Pendek Panjang
Fathah a â
Kasrah i î
Dammah u û
b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw),
misalnya: bayn (ﻦﯿﺑ) dan qawl ( ﻟﻮﻘ ).
1. Syahadah dilambangkan dengan konsonan ganda.
2. Kata sandang al- (alif lam ma'rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali bila
terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf
besar (Al-) Contohnya: Al-Khitâb.
3. Ta’ marbutha (ة) ditranliterasikan dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir
huruf h.Contohnya: Fatimah
4. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata atau kalimat
yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat
yang sudah dibakukan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak
ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Al-Qur’an,
sunnah dan khusus. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks
Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh, misalnya: ا ﻞھ اﺖﯿﺒﻟ (Ahl
Al-Bayt).
xB. Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
1. Swt. = Subhânahû wata'âlâ
2. Saw. = Sallâ Allâhu 'Alayhi wa Sallam
3. A.s. = 'Alayhi Al-Salâm
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. S. M. = Sebelum Masehi
7. W. = Wafat
8. Q.S...(...).... = Quran, Surah....., ayat.....
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ABSTRAK
Nama : Umar
Judul Skripsi : Tindak Pidana Korupsi dalam Tinjauan Kriminologi dan
Yuridis
(Perspektif Hukum Islam)
Skripsi ini adalah studi tentang salah satu bagian dari tindak pidana yakni
tindak pidana korupsi (tipikor). Pokok permasalahan adalah bagaimana tindak
pidana korupsi dalam tinjauan kriminologi dan yuridis (perspektif hukum Islam).
Masalah ini dilihat dengan pendekatan normatif (syar’i) dan pendekatan yuridis
dengan metode deskriptif.
Korupsi adalah kata yang sudah populer, baik dikalangan masyarakat atas
maupun dikalangan masyarakat bawah, boleh jadi karena korupsi telah mengakar
keseluruh antero dunia dan bahkan kata seorang Wartawan senior, Mukhtar lubis
bahwa praktik korupsi di Indonesia sudah membudaya. Pernyataan demikian
mungkin kurang enak di dengar, namun itulah refleksi bahwa pada dasarnya
korupsi adalah suatu kejahatan yang sudah tidak asing lagi khusunya di Negeri
kita ini. Bahkan korupsi sudah dikenal sejak dulu yakni pada zaman Rasulullah
Saw.
Penulis termotivasi ingin mengkaji korupsi dalam perspektif hukum Islam
dan hukum positif. Selain itu, dalam skripsi ini juga membahas mengenai tindak
pidana korupsi dalam tinjauan kriminologi dan yuridis. Dalam hal ini, penulis
mencoba untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana tindak pidana
korupsi dalam perspektif hukum Islam dan perspektif hukum positif. Selain itu,
penulis juga tertarik mengkaji mengenai tindak pidana korupsi (tipikor) dalam
tinjauan kriminologi. Berdasarkan teori kriminologi dengan menggunakan aliran
yang ada dalam teori tersebut penulis mencoba untuk menganalisis mengenai
faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana
korupsi.
Jadi, skripsi ini tidak hanya membahas mengenai tindak pidana korupsi
dalam perspektif hukum Islam, tetapi juga membahas mengenai tindak pidana
korupsi dalam perspektif hukum positif. Selain itu, skripsi ini juga membahas
mengenai tindak pidana korupsi dalam tinjauan kriminologi.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Korupsi adalah fakta sekaligus ironi. Fakta, karena tidak ada yang dapat
menyangkal eksistensi kejahatan korupsi yang telah bekerja secara massif,
sistemik, dan terstruktur pada sistem sosial, politik dan kemasyarakatan di
Indonesia. Korupsi seharusnya dikualifikasi sebagai salah satu kejahatan
mahabesar didunia yang dampaknya dapat menjelajah antero dunia. Maka dari itu,
korupsi  bisa disebut sebagai kejahatan transnasional.
Ironi, karena dampak korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan
negara yang mencapai angka triliunan rupiah, tetapi juga menghancurkan sumber
daya yang terkait dengan kemanusiaan, sosial, dan alam. Bahkan korupsi dapat
merusak sistem demokrasi, mendelegitimasi terwujudnya supremasi hukum, dan
menghambat pembangunan berkelanjutan. Korupsi di dunia perbangkan selain
dapat mengguncang sekaligus dapat menghancurkan sistem perbangkan dan
keuangan sampai membuat kolaps sistem perekonomian suatu bangsa.
Dampak selanjutnya, yakni berpotensi mengakibatkan jutaan rakyat dan
anak bangsa menderita dan sengsara  dalam periode tertentu yang boleh jadi tak
berujung. Jika dilihat dalam realita yang ada korupsi hampir terjadi di setiap
tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus ijin mendirikan
bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan
hukum.
2Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan
wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai
negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu
dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan
koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.
Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan
masyarakat salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman
mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kata korupsi sudah populer
dikalangan bangsa Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata
korupsi. Dari mulai rakyat di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang
swasta, aparat penegak hukum, sampai pejabat negara. Namun jika ditanyakan
kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat
menjawab secara benar tentang bentuk /jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh
undang-undang.1
Tidak mengetahui bentuk /jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai
tindak pidana korupsi adalah merupakan salah satu faktor penyebab seseorang
melakukan korupsi. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa saya
mengangkat judul skipsi ini yakni terkait mengenai tindak pidana korupsi ditinjau
dari aspek kriminologi2, karena sangat kurang literatur yang membahas mengenai
1 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak
Pidana Korupsi (Jakarta: KPK, 2006), h. 1.
2 Kriminologi secara terminologi berarti suatu ilmu yang membahas dan mempelajari tentang
kejahatan. Lihat M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition: Rangkuman
Istilah Dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum
Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak Dan Hukum Lingkungan ( Cet. I ;
Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 390.
3tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek kriminologi. Dalam berbagai literatur
yang ada pembahasan mengenai tindak pidana korupsi lebih banyak membahas
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ditinjau dari
kriminologi, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab seseorang
melakukan kejahatan.
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari
berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (
1830-1911 ), seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku
kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu
pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang
kejahatan.3
Adapun mengenai tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam atau
dalam perspektif agama. Salah satu cara melakukan pemberantasan korupsi dalam
perspektif agama adalah dengan mengubah cara pandang mereka atau (umat)
tentang ajaran agama itu sendiri. Jika para alim ulama memfatwakan (ijma’
sukuti) bahwa korupsi itu haram dan merupakan bagian dari perbuatan syirik
(perbuatan yang tidak diampuni dosanya), kemungkinan besar pemahaman pikir
umat akan berubah.
Meskipun persepsi nalar manusia (teologis) menjadi sesuatu yang penting
dalam upaya pemberantasan korupsi lantaran korupsi tidak hanya soal perilaku,
tetapi soal pemahaman berfikir. Manusia dalam perilakunya dipengaruhi oleh
situasi-situasi yang dipercayainya yang mendorong untuk menaatinya.
3 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), h. 1.
4Prof. Din Syamsuddin selaku ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
mengatakan bahwa “ korupsi adalah syirik modern karena tidak lagi meyakini
Allah sebagai tuhan, tetapi menjadikan uang sebagai sumber kekuatannya, The
Power Of Money”. Senada dengan pendapat Prof. Din Syamsuddin, KH. A.
Hasym Muzadi, Pengurus Besar Nahdatul Ulama, menggugat pemahaman atau
anggapan yang mengatakan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang
dapat diampuni. Cara pandang seperti itu, lanjutnya harus diubah. Korupsi adalah
perbuatan syirik.4
Dalam tradisi islam, syirik merupakan perbuatan yang tidak dimaafkan
Allah. Mengandaikan bahwa korupsi adalah adalah salah satu bentuk dari syirik,
jelas para koruptor menjadi sejajar dengan para musyrik. Selain itu, para pelaku
korupsi akan dilaknat Allah. Itu berdasar pada hadis Nabi: “Allah melaknat orang
yang melakukan suap (riswah) dan menerima suap” (HR Ibn Majah). Suap atau
riswah adalah salah satu elemen dari tindak pidana korupsi.
Selain itu, tindak pidana korupsi juga dapat dikatakan sebagai perbuatan
penyalahgunaan amanat baik amanat dari Allah Swt, amanat dari Rasulullah Saw
maupun amanat yang diberikan oleh seseorang kepadanya. Dan Allah Swt dengan
tegas melarang seseorang untuk mengkhianati amanat yang diberikan kepadanya.
Sebagaimana dijelaskan di dalam Q.S. Al-Anfal/8: 27 yang berbunyi:


4 Hardiansyah Suteja, Telaah Fiqih Dalam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama: Koruptor Itu Kafir
(Cet. I; Jakarta Selatan: Mizan, 2010), h. xx-xxi.
5

Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.5
Selanjutnya, yakni tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek hukum
nasional. Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas di dalam
undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi. Sebagian besar pengertian korupsi di dalam undang-undang tersebut
dirujuk dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang lahir sebelum
negara ini merdeka. Namun, sampai dengan saat ini pemahaman masyarakat
terhadap pengertian korupsi masih sangat kurang.
Menjadi lebih memahami pengertian korupsi juga bukan sesuatu hal yang
mudah. Berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang
nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kebiasaan
berperilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah
dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Seperti pemberian gratifikasi
(pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan
jabatannya, jika tidak dilaporkan ke KPK dapat menjadi salah satu bentuk tindak
pidana korupsi.
5 Lihat Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV PENERBIT J-ART,
2007), h. 180.
6Berbicara tentang korupsi ada sebagian orang yang menyebut bahwa
Indonesia adalah negerinya para maling. Ada juga yang menyimpulkan bahwa
Indonesia adalah sarangnya para koruptor. Pencitraan negatif seperti itu mungkin
ada benarnya. Salah satu buktinya dalam sebuah penelitian internasional,
Indonesia tercatat: negeri terkorup keempat didunia. Sebuah rangking bertarap
internasional yang tidak membanggakan. Bahkan melecehkan, tapi mau apa lagi
itu refleksi kenyataan. Begitu maraknya praktik korupsi di negeri ini, seorang
wartawan senior, Mochtar Lubis pernah mengatakan, bahwa praktik korupsi di
Indonesia sudah membudaya.
Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa korupsi merupakan suatu hal
yang sudah membudaya, bahkan dikatakan bahwa tindak pidana korupsi selalu
hadir dalam keseharian bangsa Indonesia. Di tengah gejala seperti itu, dikatakan
bahwa tindak pidana korupsi bukan saja keji dan tercela, tetapi suatu hal yang
bertentangan dengan keimanan. Dalam hadis diriwayatkan bahwa seorang pencuri
tidak mungkin mencuri dalam keadaan beriman. Jika mencuri merupakan suatu
tindakan mengambil sesuatu yang bukan miliknya, maka korupsi dapat masuk ke
dalam kategori tindak pencurian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
seorang koruptor tidak mungkin melakukan korupsi dalam keadaan beriman.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik membahas dalam
bentuk skripsi yang berjudul: “Tindak Pidana Korupsi dalam Tinjauan
Kriminologi dan Yuridis (Perspektif Hukum Islam)”.
B. Rumusan Masalah
7Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan sebenarnya
mengenai bagaimana Tindak Pidana Korupsi dalam Tinjauan Kriminologi dan
Yuridis (Perspektif Hukum Islam). Oleh karena itu, untuk mengarahkan
pembahasan di atas penulis merumuskannya sebagai berikut:
1. Bagaimana tindak pidana korupsi dalam tinjauan kriminologi dan yuridis?
2. Bagaimana konsep penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi
dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?
3. Bagaimana cara atau strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi?
C. Pengertian Judul, Ruang Lingkup Pembahasan
Judul skripsi ini didukung oleh beberapa istilah yang perlu dibatasi sebagai
pegangan dalam kajian lebih lanjut sekaligus memperjelas arah kajian. Istilah
yang dimaksud adalah “Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif serta Tinjauan Kriminologi)”.
Dalam hukum positif Istilah korupsi berasal dari bahasa latin
“corruptio”,”corruption” (Inggris) dan “corruptie” (Belanda), arti harfiahnya
menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan
keuangan (Sudarto, 1976:1). Dalam Black’s law dictionary, korupsi adalah
perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan
yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan
jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya
8sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-
pihak lain (Black, 1990).6
Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No
20 Tahun 2001 maka dalam pembahasan skripsi ini tindak pidana korupsi
dikelompokkan sebagai berikut:
1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara (Pasal 2,3 UU No. 31 Tahun 1999).
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang
menerima suap) (Pasal 5, 11, 12, 12 B UU No. 20 Tahun 2001).
3. Kelompok delik penggelapan (Pasal 8, 10, UU No. 20 Tahun 2001).
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 e dan f UU No. 20
Tahun 2001).
5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan
rekanan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001).
Selain itu, dalam hukum islam kata al-ghulul (korupsi) dalam hadis
menunjuk bahwa kata ghulul itu serupa dengan kata khaana qa hunaa ma
ya’khuzul ganiimata khafyata qabelal qassamatha. Artinya mengambil sesuatu
dari ghanimah lantaran takut tidak mendapat bagian setelah ghanimah itu dibagi.7
6 Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif  Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakan
Hukum Tindak Pidana Korupsi (Cet.II; Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 2
7 Mas Alim Katu, Korupsi Malu Ah (Cet.I; Makasssar: Pustaka Refleksi, 2007), h. 10.
9Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan bentuk
pengkhianatan terhadap harta rampasan perang (ghanimah) dan juga merupakan
bentuk pengkhianatan terhadap amanah.
Selain itu, konsep al-ghulul (korupsi) berdasarkan hadis adalah pengambilan
yang melebihi upah yang telah ditetapkan sebagai hak yang meliputi pengambilan
sendiri atau pengambilan oleh karena diberikan dengan motif atau illat.
Beberapa istilah sebagai bentuk ungkapan yang mengandung unsur-unsur
korupsi (al-ghulul) antara lain; Ghulul, Risywah, Khiyanah, Mukabarah dan
Ghasab, Sariqah, Intikhab, Aklu Suht.
Selanjutnya, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh
P. Topinard ( 1830-1911 ), seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri
dari dua suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti
ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang
kejahatan.8
Dari uraian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa ruang lingkup
pembahasan ini terbatas pada pembahasan terhadap tindak pidana korupsi dalam
perspektif  hukum Islam dan hukum positif serta tinjauan kriminologi. Dalam hal
ini, pembahasan atas materi di atas selain bersumber dari Undang-undang
8 A.S. Alam, op. cit., h. 1.
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utamanya UU tindak pidana korupsi (tipikor) juga bersumber dari Al-Qur’an dan
hadis-hadis Nabi dan dari berbagai literatur yang ada.
D. Tinjauan Pustaka
Skripsi ini berjudul: “Tindak Pidana Korupsi dalam Tinjauan Kriminologi
dan Yuridis (Perspektif Hukum Islam)”.
Ada beberapa buku yang membahas tentang persoalan tindak pidana korupsi
dalam tinjauan kriminologi yuridis antara lain sebagai berikut:
1. Hardiansyah Suteja dalam bukunya yang berjudul Telaah Fiqih Dalam
Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama: Koruptor Itu Kafir karya ini merupakan
hasil konsolidasi antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.
Dalam buku ini membahas tentang tindak korupsi dalam perspekif hukum
Islam yang dibagi ke dalam beberapa jenis atau bentuk tindak pidana korupsi
antara lain: ghulul, riswah (suap), khiyanah (khianat), mukarabah dan ghasab,
sariqah (pencurian), intikhab, dan aklu shut (makan hasil atau barang haram).
Dalam buku ini juga membahas tentang cara/strategi memberantas tindak pidana
korupsi dalam perspektif Muhammadiyah dan Nu (Nahdatul Ulama).
Dalam buku ini tidak membahas mengenai tindak pidana korupsi dalam
perspektif hukum positif. Selanjutnya dalam buku ini tidak membahas mengenai
penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum positif.
Selain itu, dalam buku ini juga tidak membahas mengenai jenis atau bentuk tindak
pidana korupsi dalam perspektif hukum positif.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi. Dalam buku
ini membahas tentang bagaimana memahami tindak pidana korupsi untuk
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membasmi dalam perspektif hukum positif. Dalam buku ini juga dilengkapi
berbagai  jenis atau bentuk tindak pidana korupsi serta pasal-pasalnya antara lain
yakni korupsi yang menyangkut tentang kerugian keuangan negara, suap-
menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan
kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
Selain itu juga terdapat tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana
korupsi seperti merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi
keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak
memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi
keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan
tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan saksi yang
membuka identitas pelapor.
Dalam buku ini tidak membahas tentang cara atau strategi mencegah dan
memberantas tindak pidana korupsi. Selanjutnya, dalam buku ini secara khusus
hanya membahas mengenai jenis atau bentuk tindak pidana korupsi dalam
perspektif hukum positif dan tidak membahas mengenai jenis atau bentuk tindak
pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam.
3. Mas Alim katu, Korupsi Malu Ah, karya ini membahas tentang strategi jitu
dalam memberantas tindak pidana korupsi berdasarkan hadis Nabi dan nilai sirik
na pace dalam budaya lokal sulawesi-selatan. Dalam buku ini membahas tentang
bagaimana cara nabi memberantas tindak pidana korupsi yakni dengan
menerapkan budaya malu (al-haya). Selain itu, dalam buku ini juga membahas
12
tentang cara memberantas tindak pidana korupsi dengan menerapkan budaya siri
na pacce yang terdapat dalam budaya lokal sulawesi-selatan.
Dalam buku ini tidak membahas tentang cara atau strategi memberantas
tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum positif, tapi dalam buku ini hanya
membahas tentang cara atau strategi memberantas tindak pidana korupsi dalam
perspektif hukum Islam.
E. Metode Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode
penulisan baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya. Adapun
metode yang digunakan dalam penulisan skipsi ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skipsi ini adalah jenis
penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian
deskriptif mempunyai dua ciri pokok, yaitu:
a. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian
dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
b. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana
adanya diiringi dengan interpretasi rasional (Hadari Nawawi, 1983:64).9
2. Pendekatan Penelitian
9 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h.
22-23.
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Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai
berikut:
a. Pendekatan normatif (syar’i), pendekatan ini dimaksudkan untuk
mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa
khususnya mahasiswa fakultas syariah dan hukum untuk lebih memahami
mengenai tindak pidana korupsi jika ditinjau dari Al-Qur’an dan hadis Nabi.
b. Pendekatan yuridis, Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengarahkan
pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa mengenai
tindak pidana korupsi jika ditinjau pada Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana ( KUHP) dan Undang-Undang yang terkait tentang tindak pidana
korupsi.
3. Pengumpulan Data
a. Jenis data
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang
diperoleh dari berbagai literatur yang khusus membahas tentang tindak pidana
korupsi dalam tinjauan kriminologi dan yuridis (perspektif hukum Islam).
Pada dasarnya data sekunder merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan
dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau
laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang
dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
b. Sumber data
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Kepustakaan (Library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan
menghimpun data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun tempat
lain.10 Untuk mengutif berbagai sumber bacaan tersebut, digunakan dua teknik
yaitu:
- Kutipan langsung, yaitu kutipan yang sama persis dengan teks yang
dikutip.11
- Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang berisi gagasan pokok dari teks
yang dikutip.
4. Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan data
Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu
prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah
diketahui atau diyakini, yang berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan
baru yang bersifat lebih khusus. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa metode
deduktif yaitu suatu metode yang dipergunakan untuk menganalisa data yang
bersifat umum, kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
b. Analisis data
Adapun Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:
- Identifikasi adalah mengambil pengertian dari bacaan, dibandingkan dan
menarik kesimpulan.
- Tabulating data adalah suatu bentuk penyajian data dalam bentuk table.
10 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Cet. VI ; Yogyakarta: Gaja Mada Universitas
Press, 1995), h. 30.
11 Cik Hasan, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Skripsi (Cet. II; Jakarta:
Logos, 1998), h. 20.
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- Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam penelitian,
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasan
masalah dengan cara memberi kode-kode tertentu.
- Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui relevansi dan kesahian data yang akan didiskripsikan dalam
menemukan jawaban permasalahan.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Setiap gerakan dan tindakan selalu dirumuskan dengan tujuan, sebab tujuan
itu menjadi pendorong dalam melakukan tindakan dan gerakan. Hal ini sama pula
dalam penelitian ini juga memiliki tujuan, yaitu:
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana korupsi dalam tinjauan
kriminologi dan yuridis.
b. Untuk mengetahui bagaimana konsep penerapan sanksi terhadap pelaku
tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
c. Untuk mengetahui bagaimana cara atau strategi pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
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a. Dapat menambah pengetahuan seseorang mengenai tindak pidana korupsi
dalam tinjauan kriminologi dan yuridis, baik kepada masyarakat, praktisi
hukum, dan para mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum.
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi
bagi para mahasiswa dan para dosen pengajar utamanya dalam bidang
ilmu pengetahuan hukum.
G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi
Pada bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, pengertian judul, ruang lingkup pembahasan, tinjauan pustaka,
serta metode penelitian, yang paling terakhir adalah garis-garis besar isi Skripsi.
Pada bab II, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang tindak pidana
korupsi yang beisikan pengertian Tindak Pidana Korupsi, pembagian bentuk atau
jenis Tindak Pidana Korupsi, serta sumber hukum Tindak Pidana Korupsi.
Pada bab III, faktor-faktor penyebab dan perbandingan Tindak Pidana
Korupsi dalam perspektif hukum islam dan hukum positif mencakup faktor
internal penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi, faktor eksternal penyebab
terjadinya Tindak Pidana Korupsi, perbandingan Tindak Pidana Korupsi dalam
perspektif hukum islam dan  hukum positif.
Pada bab IV, strategi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi serta penerapan sanksinya mencakup strategi pencegahan terjadinya
Tindak Pidana Korupsi, strategi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
penerapan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi.
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Pada bab V, bab penutup yang mencakup kesimpulan dari isi Skripsi pada
setiap bab-bab pembahasan serta implikasinya.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
1. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Perspektif Hukum Positif.
Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “corruptio”,”corruption” (Inggris)
dan “corruptie” (belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak,
busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan (Sudarto, 1976:1). Dalam
Black’s law dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud
untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak
lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan
suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan
kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain (Black, 1990).1
Selanjutnya, pendapat lain tentang korupsi menurut Fockema Andreae kata
korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus (Webster Student
Dictionary: 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula dari
kata asal corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah
turung kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris, corruption, corrupt; Prancis, yaitu
corruption; dan belanda, yaitu corruptie (korruptie). Kita dapat memberanikan diri
bahwa dari bahasa belanda inilah kata itu turung ke bahasa indonesia, yaitu
“korupsi.” Arti kata harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan,
1 Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif  Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakan
Hukum Tindak Pidana Korupsi (Cet.II; Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 2
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ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-
kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.2
Secara terminologi sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa tokoh,
kata korupsi memiliki beberapa arti, yakni sebagai berikut:
a. Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari
Public Official atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan
dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-
keuntungan pribadi (Huntingtong, 1968: 59).
b. Vito tanzi mengemukakan bahwa korupsi perilaku yang tidak mematuhi
prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik,
keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan
menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.3
(Vito Tanzi, 1994).
c. Alatas mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang
merah yang menjelujuri dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi
kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang
mencakup kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi
yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum,
dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan
2 Jur Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional
(Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 4-5.
3 Nepotisme secara terminologi berarti setiap perbuatan penyelenggara negara melawan hukum yang
lebih menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan
negara. M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition: Rangkuman Istilah
Dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum
Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak Dan Hukum Lingkungan (Cet. I;
Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 451-452.
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kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh
masyarakat.4
d. Wertheim menambahkan bahwa korupsi adalah balas jasa dari pihak ketiga
yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada
keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang
mempunyai hubungan pribadi dengannya.
e. Poerwardarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: korupsi adalah
perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok
dan sebagainya.
f. Dalam Encyclopedia Americana, korupsi adalah suatu hal yang buruk
dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan
bangsa.5
g. Soedijono Dirdjosisworo berpendapat bahwa korupsi adalah Perbuatan yang
pada kenyataannya menimbulkan keadaaan yang bersifat buruk, Perilaku
yang tercela, atau kejahatan moral serta penyuapan dan bentuk-bentuk
ketidakjujuran.
h. Baharuddin Lopa mengutip dari pendapat dari pendapat David M. Calmens,
menguraikan arti korupsi dalam berbagai bidang antara lain:
1) Memanipulasi keputusan mengenai keuangan Negara yang membahayakan
perekonomian sering dikategorikan sebagai perbuatan korupsi.
2) Istilah korupsi sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh
yang menyangkut bidang perekonomian umum.
4 Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, op. cit., h. 2.
5 Ibid., h. 5-6.
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3) Pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos,
adminitrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak saudara, pengaruh
kedudukan social atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan
kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa tokoh di atas,
maka dengan demikian pengertian korupsi dapat disimpulkan sebagai berikut,
yakni suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi
yang melanggar norma atau aturan yang berlaku demi mencapai suatu
keuntungan. Selain itu, korupsi juga merupakan suatu perbuatan buruk dan
bentuknya bervariasi seperti; penyuapan, penggelapan yang tujuannya tiada lain
untuk mendapatkan keuntungan.
2. Tindak Pidana Korupsi (al-ghulul) dalam Perspektif Hukum Islam
Kata al-ghulul (korupsi) dalam hadis menunjuk bahwa kata ghulul itu
serupa dengan kata khaana qa hunaa ma ya’khuzul ganiimata khafyata qabelal
qassamatha. Artinya mengambil sesuatu dari ghanimah lantaran takut tidak
mendapat bagian setelah ghanimah itu dibagi.6
Selanjutnya konsep al-ghulul (korupsi) berdasarkan hadis adalah
pengambilan yang melebihi upah yang telah ditetapkan sebagai hak yang meliputi
pengambilan sendiri atau pengambilan oleh karena diberikan dengan motif atau
illat.
Adapun pengertian tindak pidana korupsi (al-ghulul) secara terminologi
menurut pendapat para ulama adalah sebagai berikut:
6 Mas Alim Katu, Korupsi Malu Ah (Cet.I; Makasssar: Pustaka Refleksi, 2007), h. 10.
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a. Prof. Din Syamsuddin selaku ketua umum pimpinan pusat muhammadiyah,
mengatakan  bahwa korupsi adalah syirik modern karena tidak lagi
meyakini Allah sebagai Tuhan, tetapi menjadikan uang sebagai sumber
kekuatannya, the power of money.
b. KH. A. Hasyim Muzadi selaku pengurus besar Nahdatul Ulama menggugat
pemahaman atau anggapan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan
tercela yang dapat diampuni. Cara pandang seperti itu lanjutnya harus
diubah. Korupsi adalah perbuatan syirik.7
c. Definisi korupsi menurut pandangan islam terbagi dua yakni sebagai
berikut:
- Korupsi adalah sebuah bentuk tasharruf yang merupakan pengkhianatan
atas amanat yang diemban dan dapat merugikan publik secara finansial,
moral, dan sosial.
- Korupsi adalah sebuah tindakan yang menyalahi hukum dan merupakan
pengkhianatan atas amanat serta dapat menimbulkan kerugian publik.
Berdasarkan pengertian korupsi (al-ghulul) yang dikemukakan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa korupsi (al-ghulul) dalam perspektif hukum islam dapat
diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan syirik karena menjadikan uang sebagai
sumber kekuatan (The Power Of Money) yang tidak diampuni oleh Allah Swt.
Selain itu, korupsi (al-ghulul) dapat berarti mengambil harta dari ghanimah
(rampasan perang) karena takut tidak mendapat bagian. Selanjutnya korupsi (al-
7 Hardiansyah Suteja, Telaah Fiqih Dalam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama: Koruptor Itu Kafir
(Cet. I; Jakarta Selatan: Mizan, 2010), h. xx-xxi.
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ghulul) juga berarti mengambil upah atau gaji melebihi dari yang seharusnya
diterima.
B. Pembagian Bentuk atau Jenis Tindak Pidana Korupsi
1. Bentuk atau Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif
Dalam pengertian yuridis, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001,
memberikan batasan yang dapat dipahami dari bunyi teks pasal-pasal, kemudian
mengkelompokkannya ke dalam beberapa delik. Jika dilihat dari kedua undang-
undang di atas, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara (Pasal 2,3 UU No. 31 Tahun 1999).
a. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999:
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
b. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.8
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang
menerima suap) (Pasal 5, 11, 12, 12 B UU No. 20 Tahun 2001).
a. Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001
1) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
8 Lihat UU No. 31 Tahun 1999, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta, 1999), h. 3.
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2) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena
atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,
dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
b. Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji
padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan
jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau
janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
c. Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001
a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji,
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat
atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
c) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi
putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
d) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima
hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau
janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan
diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan
untuk diadili;
e) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan
sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
f) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan
tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-
olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum
tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut
bukan merupakan utang;
g) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan
tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-
olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut
bukan merupakan utang;
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h) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan
tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai,
seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan
orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut
bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau
i) Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak
langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau
persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian
ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
d. Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001
1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a) Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan
oleh penerima gratifikasi;
b) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.9
3. Kelompok delik penggelapan (Pasal 8, 10, UU No. 20 Tahun 2001).
a. Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk
sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga
yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat
berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu
dalam melakukan perbuatan tersebut.
b. Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk
sementara waktu, dengan sengaja:
a) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat
dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan
atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena
jabatannya; atau
b) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
9 Lihat UU No 20 Tahun 2001, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta, 2001), h. 3,5-7.
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c) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.10
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 e dan f UU No. 20
Tahun 2001).
a. Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan
sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
b. Pasal 12 huruf f UU No. 20 Tahun 2001
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan
tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-
olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum
tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut
bukan merupakan utang;11
5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan
rekanan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001).
Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001
a) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau
penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan,
melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang
atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
b) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan
bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;
c) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara
Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan
negara dalam keadaan perang; atau
d) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan
Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
10 Ibid.,h. 4-5.
11 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak
Pidana Korupsi (Jakarta: KPK, 2006), h. 69,73.
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dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud
dalam huruf c.12
Adapun jenis (tipologi) tindak pidana korupsi yang dikembangkan oleh
Alatas terbagi ke dalam 7 (tujuh) bagian yakni sebagai berikut:
1) Korupsi Transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara
seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2) Korupsi Ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan
untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang
dekat dengan pelaku korupsi.
3) Korupsi Investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan
investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.
4) Korupsi Nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik
dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi
keluarga dekat.
5) Korupsi Otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat
mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam
(insider information) tentang berbagai kebijakan publing seharusnya
dirahasiakan.
6) Korupsi Supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi
intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
7) Korupsi Defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka
mempertahankan diri dari pemerasan.13
12 Lihat UU No 20 Tahun 2001, op.cit., h. 4.
13 Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, op. cit., h. 2-3.
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Sedangkan Philip mengemukakan tiga bentuk korupsi yang kerapkali
digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi yakni sebagai berikut:
1) Pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publik (public office-centered
corruption), yang didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang
pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk
mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang
tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, kerabat karib dan
teman.
2) Pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap
kepentingan umum (public interest-centered). Dalam kerangka ini, korupsi
dapat dikatakan telah terjadi jika seorang pemegang kekuasaan atau
fugsionaris pada kedudukan publik yang melakukan tindakan-tindakan
tertentu dari orang-orang yang akan memberikan imbalan (apakah uang atau
materi lain), sehingga dengan demikian merusak kedudukannya dan
kepentingan publik.
3) Pengertian korupsi yang berpusat pada pasar (market-centered) berdasarkan
analisis tentang korupsi yang menggunakan teori pilihan publik dan sosial,
dan pendekatan ekonomi di dalam kerangka analisis politik (Heywood,
1997).14
2. Bentuk atau Jenis Tindak Pidana Korupsi (al-ghulul) dalam Hukum Islam
Adapun bentuk-bentuk korupsi dalam perspektif hukum Islam dapat
dijumpai ungkapannya dalam berbagai kasus yang terangkum dalam beberapa
14 Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, op. cit., h. 29.
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konsep-konsep normatif15 dan fiqih. Beberapa istilah sebagai bentuk ungkapan
yang mengandung unsur-unsur korupsi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Ghulul
Konsep atau terminologi yang sering dihubungkan dengan korupsi karena
melihatnya sebagai pengkhianatan atas amanat yang seharusnya dijaga ialah
ghulul. Ghulul secara leksikal dimaknai “akhdzu al- syai wa dassahu fi mata’ihi”
(mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya). Pada awalnya ghulul
merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan.
Oleh karena itu, Ibn Hajar al-Asqalani mendefinisikannya dengan “al-khiyanah fi
al-maghnam” (pengkhianatan pada harta rampasan perang). Lebih lanjut, Ibn
Qutaibah menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan ghulul karena
orang yang mengambilnya menyembunyikan harta tersebut di dalam harta
miliknya.16
Tindakan kejahatan ini disebut dalam Q.S. Ali-Imran/3: 161, meskipun
hanya menguraikan jenis sanksi di akhirat saja tanpa memberikan sanksi yang
jelas di dunia.





Terjemahnya:
Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan
perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu,
15 Normatif berarti selalu berpegang teguh pada norma; sesuai dengan norma atau kaidah yang
berlaku. Lihat M. Marwan dan Jimmy P, op. cit., h. 458.
16 Hardiansyah Suteja, op. cit., h. 18-19.
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maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya
itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia
kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.17
Namun, Rasulullah dalam hadisnya memperjelas mengenai makna ghulul
pada dua bentuk yakni sebagai berikut:
a. Komisi
Tindakan seseorang yang mengambil sesuatu atau penghasilan di luar
gajinya yang telah ditetapkan.
b. Hadiah
Orang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada
dirinya.
2. Risywah
Kata riswah secara leksikal mengacu pada kata rasyayarsyu-riswatan yang
bermakna al-ju’l yang berarti upah, hadiah, pemberian, atau komisi. Sedangkan
risywah secara terminologis adalah tindakan memberikan harta dan yang sejenis
untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak
lain. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian para ulama, di antaranya al-
Shan’ani dalam Subul al-Salam yang memahami korupsi sebagai “upaya
memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu” dan rumusan Rawas
Qala’arji bahwa risywah adalah sesuatu yang diberikan demi membatalkan
kebenaran dan mewujudkan kebatilan.18
17 Lihat Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV PENERBIT J-ART,
2007), h. 71.
18 Hardiansyah Suteja, op. cit., h. 23.
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Di samping rumusan tersebut, terdapat definisi lain tentang riswah, yakni
sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar orang
tersebut mendapatkan kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkan. Rumusan
terakhir ini dikenal dengan istilah isti’jal fi al-qadhiyah, yakni usaha untuk
menyegerakan pengurusan masalah lainnya melalui prosedur yang berlaku.
3. Khiyanah
Khiyanah (khianat) secara umum berarti tidak menepati janji.
Dalam Q.S. Al-Anfal/8: 27 dikemukakan tentang larangan mengkhianati
Allah dan Rasul-nya.19




Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan
Rasul (muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.20
Adapun amanat yang dilarang untuk dikhianati yakni bisa meliputi amanat
politik, ekonomi, bisnis, (muamalah) sosial, dan pergaulan. Dalam hal hubungan
pemidanaan yang dibicarakan dalam fiqih, khianat dikhususkan untuk perbuatan
yang mengingkari pinjaman barang yang telah dipinjamnya (ariyah). Selain itu,
19 Hardiansyah Suteja, op. cit., h. 25.
20 Lihat Departemen Agama RI, op. cit., h. 180.
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khianat juga merupakan sesuatu yang melekat pada ghulul sebab orang yang
melakukan ghulul berarti ia berkhianat.
4. Mukabarah dan Ghasab
Sementara itu konsep lain yang dapat dihubungkan dengan korupsi karena
dipandang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan adalah
mukabarah dan ghasab. Ali mengungkapkan arti ghasab menurut bahasa sebagai
berikut:
Ghasab adalah yakni mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan
kekerasan (paksa). Sedangkan menurut istilah syariat ulama berbeda pendapat.
Kalangan al-Hanafiyah merumuskannya: ghasab yaitu menghilangkan kekuasaan
orang yang berhak (pemilik) dengan menetapkan kekuasaan orang yang berbuat
batil secara terang-terangan, tidak secara rahasia, pada harta yang berharga dan
dapat dipindahkan.21
Selanjutnya pengertian mukabarah yakni meliputi eksploitasi secara tidak
sah atas benda dan manusia. Berdasarkan pengertian ini maka ghasab termasuk
juga di dalamnya karena merupakan tindakan menguasai atau mengeksploitasi
milik orang lain berdasarkan kekuatan dan kekuasaan. Kejahatan ini disinggung
dalam Q.S. Al-Kahfi/18: 79 diceritakan tentang seorang raja di zaman Nabi Musa
yang memanfaatkan secara paksa perahu-perahu milik rakyatnya.





21 Hardiansyah Suteja, op. cit., h. 26-27.
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Terjemahya:
Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di
laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena dihadapan mereka
ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.22
5. Sariqah
Selain konsep yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat konsep lain
yang sudah lama dikenal yang biasa dikaitkan dengan korupsi, yakni sariqah
(pencurian). Sariqah adalah tindakan mengambil harta pihak lain secara
sembunyi-sembunyi tanpa ada pemberian amanatatasnya23. Kejahatan ini
disinggung dalam dalam Q.S. Al-Maidah/5: 38 dimana pelakunya dijatuhi
hukuman potong tangan.




Terjemahnya:
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai
siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.24
6. Intikhab
Konsep lain yang banyak disinggung dalam kitab fiqih adalah intikhab
(merampas atau menjambret) dan ikhtilash (mencopet atau menguntil). Dua
konsep tersebut bisa dihubungkan dengan korupsi dilihat dari hakikatnya sebagai
22 Lihat Departemen Agama RI, op. cit., h. 302.
23 Hardiansyah Suteja, op. cit., h. 27.
24 Lihat Departemen Agama RI, op. cit., h. 114.
33
pemindahan hak yang bertentangan dengan hukum. Dua kejahatan itu bersama
dengan khianat, para pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong- tangan.
7. Aklu Suht
Kata suht pada mulanya berarti sesuatu yang membinasakan. Sedangkan
sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya. Ada juga yang mengatakan
bahwa kata tersebut pada mulanya digunakan untuk melukiskan binatang yang
sangat rakus dalam melahap makanan. Seseorang yang tidak peduli dari mana dia
memperoleh harta, maka dia dipersamakan dengan binatang yang melahap segala
macam makanan, sehingga pada akhirnya binasa oleh perbuatannya sendiri.25
Kata shut dijelaskan dalam tiga ayat dalam Q.S. Al-Maidah:
a. Pertama kata shut dalam Q.S. Al-Maidah/5: 42;








Terjemahnya:
Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak
memakan yang haram. Jika mereka (orang YAHUDI) datang kepadamu
(untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka,
atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka
mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu
25 Hardiansyah Suteja, op. cit., h. 28-29.
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memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara
mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.26
b. Kedua kata shut dalam Q.S. Al-Maidah/5: 62;





Terjemahnya:
Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi)
bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram.
Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu.
c. Ketiga kata shut dalam Q.S. Al-Maidah/5: 63;




Terjemahnya:
Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang
mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram.
Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.27
Berdasarkan definisi dari beberapa ayat di atas dapat dipahami bahwa aklu
shut mencakup semua kebiasaan dan kesenangan dalam berusaha dan memakan
serta memanfaatkan barang yang haram atau hasil dari yang diharamkan. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa semua konsep yang merupakan ekspresi
korupsi di atas tercakup dalam istilah ini, aklu shut. Karena korupsi merupakan
26 Lihat Departemen Agama RI, op. cit., h. 115.
27 Lihat Departemen Agama RI, op. cit., h. 118.
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bentuk usaha yang haram, maka sesuatu yang dihasilkannya juga ikut menjadi
haram.
C. Sumber Hukum Tindak Pidana Korupsi
Adapun sumber hukum tindak pidana korupsi (tipikor) yakni termuat dalam
undang-undang yang terdiri dari beberapa bagian yakni sebagai berikut:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi yang terdiri dari 45 pasal.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi yang terdiri dari 43 pasal.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi yang terdiri dari 72 pasal.
Selanjutnya adapun sumber hukum tindak pidana korupsi (al-ghulul) dalam
perspektif hukum islam yakni berdasarkan Al-Qur’an:
Sumber hukum tindak pidana korupsi dalam Al-Quran yakni sebagai
berikut:
1) Dalam Q.S. Ali-Imran/3: 161 yakni berbicara tentang ghulul ;





Terjemahnya:
Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan
perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu,
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maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya
itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia
kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.28
2) Dalam Q.S. Al-Anfal/8: 27 yakni berbicara tentang khiyanah ;




Terjmahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
3) Dalam Q.S. Al-Kahfi/18: 79 yakni berbicara tentang mukabarah dan
ghasab;





Terjemahnya:
Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di
laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka
ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.
4) Dalam Q.S. Al-Maidah/5: 38 yakni berbicara tentang sariqah ;


28 Lihat Departemen Agama RI, op. cit., h. 71.
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

Terjemahnya:
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai
siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
5) Dalam Q.S. Al-Maidah/5: 42, 62, dan 63 yakni berbicara tentang aklu shut ;
- Pertama kata shut dalam Q.S. Al-Maidah/5: 42 ;







Terjemahnya:
Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak
memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk
meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau
berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka
tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu
memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara
mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.29
- Kedua kata shut dalam Q.S. Al-Maidah/5: 62;





Terjemahnya:
29 Lihat Departemen Agama RI, op. cit., h. 115.
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Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi)
bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram.
Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu.
- Ketiga kata shut dalam Q.S. Al-Maidah/5: 63;




Terjemahnya:
Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang
mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram.
Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.30
30 Lihat Departemen Agama RI, op. cit., h. 118.
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BAB III
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN PERBANDINGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF
A. Faktor Internal Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi
1. Faktor internal tindak pidana korupsi (Tipikor) berdasarkan tinjauan
kriminologi.
Sebelum lebih jauh membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak
pidana korupsi, baik faktor internal maupun faktor eksternal terjadinya tindak
pidana korupsi. Maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai apa itu kriminologi
kaitannya dengan faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan, khususnya
menyangkut persoalan kejahatan atau tindak pidana korupsi (Tipikor).
Berbicara tentang kejahatan tentunya tidak terlepas dari sebab-musabah
terjadinya kejahatan tersebut.  Berkaitan dengan hal itu, maka muncullah suatu
disiplin ilmu yang secara spesifik membahas mengenai faktor-faktor penyebab
seseorang melakukan kejahatan yang disebut dengan istilah kriminologi.
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari
berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (
1830-1911 ), seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku
kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu
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pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang
kejahatan.1
Adapun kriminologi menurut pendapat para sarjana terkemuka memberikan
definisi kriminologi sebagai berikut:
1) Edwin H. Sutherland: Criminology is the body of knowledge regarding
deliquency and crime as social phenomena (kriminologi adalah kumpulan
pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala
sosial.
2) W.A. Bonger: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
3) J. Constan: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan
menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan
dan penjahat.
4) WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki
gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-
musabab serta akibat-akibatnya.2
Berdasrakan beberapa pendapat sarjana terkemuka di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang
mempelajari sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat serta menyelidiki
gejala-gejala kejahatan dan akibat yang ditimbulkannya.
1 Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakan
Hukum Tindak Pidana Korupsi (Cet.II; Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 2.
2 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), h. 1-2.
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Adapun faktor internal penyebab terjadinya tindak pidana korupsi
berdasarkan aliran-aliran dan teori-teori yang ada dalam kriminologi yakni
sebagai berikut:
1) Mazhab atau Aliran Tipologi
Aliran ini berpendapat bahwa kecenderungan orang berbuat jahat karena
sifat tertentu dari kepribadiannya.
Berdasarkan aliran tersebut, apabila dilihat dari segi perilaku korupsi sebab-
sebab seseorang melakukan korupsi dapat timbul dari dorongan dalam dirinya,
yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk
melakukan. Sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain:
sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan
yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak,  gaya hidup konsumtif,
tidak mau bekerja keras, ajaran agama yang kurang diterapkan. Dorongan
keserakahan Seorang yang korupsi identik dengan keserakahan, hal ini didorong
oleh kebutuhan yang tidak tercukupi. Korupsi dilakukan agar hidup menjadi lebih
baik dan lebih hidup mewah dan dapat membeli barang-barang melebihi
pendapatannya.
2) Teori anomi
Teori anomi salah satu dari teori strain. Terjadinya perbedaan struktur
masyarakat sebagai akibat depresi (kondisi masyarakat yang selalu merasa
tertekan) menimbulkan tradisi atau kebiasaan yang lepas dari kontrol nilai-nilai
aturan (deregulasi). Kondisi seperti inilah yang menurut Durkheim dinamakan
“anomi”.
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Anomi dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang
mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung
melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku
menyimpang dalam pergaulan masyarakat.3
Durkheim sebagai salah seorang penganut teori anomi mengatakan bahwa
salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan tingkah laku
(kejahatan) adalah karena faktor atau kondisi ekonomi di dalam masyarakat.
Berkaitan dengan hal ini, maka salah satu faktor penyebab seseorang
melakukan korupsi adalah faktor ekonomi sebagaimana yang dikemukakan oleh
Durkheim. Kejahatan korupsi adalah kejahatan yang disebabkan oleh faktor
ekonomi yang mana dalam diri manusia ada rasa ketidak puasan terhadap apa
yang yang sudah ada ia miliki, sehingga menimbulkan kecendrungan untuk
melakukan suatu kejahatan korupsi.
Dalam kehidupan masyarakat kejahatan korupsi tidak hanya terjadi
dipemerintahan tetapi juga terjadi dalam lingkungan masyarakat, misalnya dalam
kegiatan seminar, dalam hal ini mengajukan proposal ke rektorat yang mana dana
yang diminta melebihi apa yang sewajarnya diperlukan. Kondisi ekonomi yang
tidak menentu dalam suatu Negara dapat menyebabkan seseorang melakukan
tindakan kriminal.
2. Faktor internal korupsi (al-ghulul) dalam perspektif hukum islam
Sebelum lebih lanjut membahas faktor penyebab seseorang melakukan
korupsi dalam perspektif hukum islam. Maka terlebih dahulu akan dibahas
3Ibid., h. 48.
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tentang awal mula terjadinya korupsi (al-ghulul) pada masa Rasulullah Saw.
Adapun penyebab seseorang melakukan korupsi (al-ghulul) pada masa Rasulullah
Saw dikaitkan dengan peristiwa perang uhud yakni mengacu pada pendapat ulama
yang menyebutkan bahwa salah satu sebab petaka dalam perang uhud adalah apa
yang dinamakan khianat.
Pada dasarnya khianat dalam perspektif hukum islam merupakan elemen
dari korupsi (al-ghulul) yakni pada saat pasukan pemanah meninggalkan posisi
mereka untuk mengambil harta rampasan perang karena khawatir jangan sampai
harta rampasan perang itu dimonopoli oleh anggota pasukan lain yang bebas
berkeliaran di medan perang setelah terlihat tanda-tanda kekalahan kaum
musyrikin pada awal peperangan.
Dalam konteks ini, diriwayatkan bahwa Rasul Saw menyindir para pemanah
itu dengan sabdanya: “apakah kami akan berkhianat dan tidak akan membagi buat
kalian ghanimah (harta rampasan perang)?” para pemanah bergegas meninggalkan
posisi mereka untuk mengambil harta rampasan perang sebelum waktunya
disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Boleh jadi dengan maksud
menyembunyikan apa atau atau sebagian yang diambilnya; boleh jadi juga karena
khawatir jangan sampai pimpinan mereka tidak membaginya, atau khwatir adanya
khianat yang mengakibatkan Nabi Saw tidak membaginya dengan adil. Kalau
bukan hal ini penyebabnya, tentu saja ketergesaan itu adalah suatu kecerobohan
yang tidak dapat dibenarkan oleh akal sehat.
Adapun faktor internal terjadinya tindak pidana korupsi (al-ghulul) dalam
perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut:
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1) Faktor lemahnya Iman (Aqidah)
Semakin tinggi seseorang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa
dibarengi dengan keimanan dalam dirinya, maka tidak mustahil seseorang akan
terjerumus untuk melakukan tindak kejahatan korupsi. Salah satu indikasinya
adalah begitu banyak pejabat negara utamanya di Indonesia yang terjerat kasus
korupsi , hal ini disebabkan karena kurangnya iman dan siraman keagamaan
kepada orang tersebut . Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara iptek dan
imtak, sehingga dapat membentengi diri seseorang agar tidak melakukan tindak
kejahatan korupsi.
2) Faktor ketakwaan atau ketaatan terhadap ajaran Islam.
Yang menjadi pertanyaan, mengapa korupsi hidup subur di lingkungan
masyarakat Muslim yang ajaran agamanya jelas-jelas mengharamkan korupsi?
Jawabannya tentu karena umat Islam tidak taat terhadap ajaran agamanya.
Artinya, umat islam mesti diingatkan kembali akan ajaran agamanya. Dakwah dan
pendidikan agama mesti digalakkan untuk mengajak kaum Muslim menghindari
maksiat dan kemungkaran yang bernama korupsi.4
Jadi, salah satu faktor penyebab seseorang melakukan korupsi (al-ghulul)
adalah karena tidak adanya ketaatan terhadap ajaran Islam yang jelas-jelas
mengharamkan korupsi karena merupakan salah satu bentuk syirik kepada Allah
Swt karena menjadikan uang sebagai sumber kekuatan (the power of money)
3) Faktor kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam
4 Hardiansyah   Suteja, Telaah Fiqih Dalam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama: Koruptor Itu
Kafir (Cet. I; Jakarta Selatan: Mizan, 2010), h. 154.
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Dalam tradisi islam, tindakan atau perbuatan syirik merupakan perbuatan
yang tidak dimaafkan Allah. Mengandaikan bahwa korupsi adalah salah satu
bentuk dari syirik, jelas para koruptor menjadi sejajar dengan para musyrik. Selain
itu, pelaku korupsi akan dilaknat Allah. Hal ini berdasar pada hadis Nabi: “Allah
melaknat orang yang melakukan suap (risywah) dan menerima suap” (HR. Ibnu
Majah). Suap atau risywah merupakan salah satu elemen dari tindak korupsi. Jika
elemennya saja sudah terlaknat, bagaimana dengan korupsi.5
Jadi, kurangnya pemahaman ummat terhadap ajaran agama utamanya yang
terkait dengan korupsi merupakan faktor penyebab seseorang melakukan korupsi
(al-ghulul).
B. Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi
1. Adapun faktor eksternal penyebab seseorang melakukan tindak pidana
korupsi (Tipikor) berdasarkan mazhab atau aliran dalam kriminologi adalah
sebagai berikut:
a. Mazhab atau Aliran Sosiologis
Aliran ini berpendapat bahwa kecendrungan orang berbuat jahat karena
faktor sosial. Ahli sosiologi Prancis Emile Durkheim (1858-1917), menekankan
pada “normlessness, lessens social control” yang berarti mengendornya
pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya
kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam
perubahan norma, bahkan kerapkali terjadi konflik norma dalam pergaulan.6
5 Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, op. cit., h. xxi.
6 A.S. Alam, op. cit., h. 47.
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Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak
pada diri si individu, tetapi kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah
durkheim memperkenalkan istilah anomie sebagai hancurnya keteraturan sosial
sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai.
Berdasarkan mazhab atau aliran tersebut, maka faktor sosial bisa menjadi
alasan mengapa seseorang bisa melakukan kejahatan korupsi yang disebabkan
antara lain karena kemerosotan moral akibat kurangnya pengawasan dan
pengendalian sosial. Selain itu, hilangnya nilai-nilai dan patokan-patokan dalam
kehidupan sosial akibat hancurnya keteraturan sosial.
b. Mazhab atau aliran Positivis
Salah satu pandangan dalam aliran positivis yakni determinisme kultural
(cultural determinism) mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial,
budaya, dan lingkungan di mana seseorang itu hidup.7 Berkaitan dengan hal ini,
maka korupsi dapat disebabkan oleh faktor sosial, budaya atau kultur dan
lingkungan sebagai berikut:
a) Faktor Sosial
Faktor sosial bisa menjadi alasan mengapa seseorang bisa melakukan
kejahatan korupsi yang disebabkan antara lain karena kebiasaan yang terdapat
dalam diri individu masing-masing, dan dapat pula disebabkan karena adanya
kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Kebiasaan dan
kesempatan bisa menjadi momentum seseorang untuk melakukan korupsi karena
kurangnya pengawasan dalam hal tersebut.
7 A.S. Alam, op. cit., h. 33.
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b) Faktor Kultur atau Budaya
Kultur budaya yang terdapat dalam masyarakat maupun instansi
pemerintahan dapat memicu terjadinya kejahatan korupsi. Kebiasaan-kebiasaan
yang ada dalam masyarakat maupun instansi pemerintahan tersebut antara lain:
kerjasama untuk melakukan kejahatan enggan atau takut untuk melaporkan
adanya suatu kejahatan sehingga sulit untuk memberantas kejahatan korupsi ini
yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara.
c) Faktor Lingkungan
Penyebab seseorang dapat melakukan kejahatan korupsi dapat timbul dari
faktor lingkungan dimana ia hidup dan berkediaman. Lingkungan dapat
mempengaruhi perkembangan diri seseorang untuk melakukan atau tidak
melakukan suatu kejahatan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang dominan
untuk menentukan seseorang melakukan suatu kejahatan, khususnya kejahatan
korupsi sehingga tidak menjadi jaminan bahwa seseorang yang hidup dalam
lingkungan yang baik, untuk tidak melakukan kejahatan korupsi. Oleh karena itu,
harus ada keseimbangan antara iptek dan imtak sehingga tidak mudah terpengaruh
dengan lingkungan masyarakat tersebut.
c. Teori anomie (ketiadaan norma) dan penyimpangan budaya (cultural
deviance)
Teori penyimpangan budaya (cultural deviance), memusatkan perhatian
pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang
melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah
laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan
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bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya,
yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai
budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas
bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk
mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dll, mereka
menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah
(illegitimate means).
Sangat berbeda dengan itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa
orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang
cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya,
manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri,
mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional
dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.8
Dengan demikian, berdasarkan teori ini bahwa pada dasarnya salah satu
penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah yakni adanya seperangkat nilai-
nilai budaya kelas menengah yang coba untuk diikuti oleh orang-orang kelas
bawah yang sebenarnya tidak mampu untuk diikuti sehingga timbullah usaha-
usaha yang tidak sah salah satunya dengan jalan korupsi.
2. Faktor eksternal penyebab terjadinya tindak pidana korupsi (al-ghulul)
dalam perspektif hukum Islam.
a. Tidak Adanya Keteladanan Seorang Pemimpin
8 A.S. Alam, op. cit., h. 45-46.
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Salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi dalam kehidupan masyarakat
adalah tidak adanya keteladanan seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin
dengan kekuasaan yang dimiliki sangat menentukan baik-buruknya kehidupan
suatu bangsa. Pemimpin yang bersih dan berwibawa akan menjadi panutan
masyarakat.
Pemimpin yang bermoral, adil, jujur, dan bersih akan menimbulkan
kewibawaan dalam memimpin rakyat. Masyarakat yang dipimpin akan patuh,
segan, dan menjadi pengikut yang baik. Keseganan akan timbul karena pemimpin
konsisten, yaitu sesuainya antara kata dan perbuatan. Kewibawaan seorang
pemimpin umat akan tercermin dalam moral yang tinggi dan selalu memiliki
sikap adil pada semua golongan. Sikaf tasamuh (toleran) atas perbedaaan
pendapat selalu dipraktikkan. Kebijaksanaan dalam menempuh musyawarah
setiap ada perbedaan pendapat selalu dimanfaatkan. Rasa takaful al-ijma
(tanggung jawab bersama) dia tanamkan dalam pada segenap rakyat. Demikian
juga sikap ta’awun (kerja sama) ditimbuhkan dalam masing-masing golongan.
Pemimpin yang bersih jauh dari jiwa ambisius yang berorientasi pada kekuasaan
sehingga dalam menjalankan tugas yang yang dipikulnya penuh dengan
keikhlasan, tidak untuk memperkaya diri dengan melakukan korupsi dan
membiarkan korupsi dan tidak pula untuk mendapatkan kehormatan.
Dengan demikian, tidak adanya keteladanan seorang pemimpin merupakan
faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi (al-ghulul) karena ketika
pemimpinnya adalah pemimpin yang koruptif, maka boleh jadi orang yang
dipimpinnyapun akan ikut menjadi orang yang koruptif.
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b. Buruknya Sistem Upah
Buruknya sistem upah juga merupakan salah satu faktor penyebab
terjadinya korupsi (al-ghulul).
Dalam masyarakat kita, sistem pemberian upah yang umumnya berlaku
termasuk di kalangan Islam cenderung berlandaskan pada pola prinsip
jabariyah/determinism. Para pegawai/pekerja dituntut oleh atasan/majikan untuk
bekerja maksimal dalam rangka tercapainya target. Sayangnya, tuntutan atasan
terhadap bawahan tersebut tidak diimbangi dengan terpenuhinya tuntutan standart
kelayakan hidup atau kesejahteraan bawahan.
Eksploitasi terhadap profesionalitas sering dibungkus dengan konsep “ikhlas
beramal”. “guru sebagai pahlawan tanpa jasa”, dan semisalnya. Bahkan yang lebih
parah lagi, meski gaji guru/karyawan/pekerja sudah sangat minim, tetap disunat
dengan berbagai potongan sana-sini. Kondisi birokrasi negara/swasta seperti
itulah yang mendorong terjadinya korupsi, baik di kalangan pegawai rendah untuk
memenuhi kekurangan gaji maupun oleh atasan yang memanfaatkan “potongan
sana-sini” untuk memperkaya diri.9
c. Sistem Debirokrasi
Persoalan birokrasi juga merupakan faktor penyebab terjadinya tindak
pidana korupsi (al-ghulul). Tidak terealisasinya prinsip kemudahan (al-yusr)
dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen penyebab persoalan dalam
sistem birokrasi. Padahal Rasulullah Saw bersabda: “Yassiru wa la tu’assiru”
9 Hardiansyah   Suteja, op. cit., h. 71.
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(permudahlah orang lain, jangan dipersulit) Adagium “kalau bisa dipersulit untuk
apa dipermudah” yang selama ini berlaku dalam birokrasi.10
Sebagaimana dimaklumi, penyebab terbesar dari munculnya berbagai
praktik korupsi di Indonesia adalah sistem birokrasi pemerintahan yang rumit dan
berbelit-belit. Sistem pelayanan administrasi satu atap secara lebih efektif dan
efisien sangat mendesak untuk diwujudkan di semua level birikrasi pemerintahan.
C. Perbandingan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam
dan Hukum Positif
Perbadingan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum positif dan
perspektif hukum Islam dari segi penafsiran, penerapan sanksi dan cara atau
strategi pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut:
1. Dari Segi Penafsiran:
a. Tindak pidana korupsi (tipikor) dalam perspektif hukum Islam hanya
dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan secara
individu ataupun secara kelompok (korporasi) yang dapat merugikan
keuangan dan perekonomian negara.
b. Tindak pidana korupsi (al-ghulul) dalam hukum islam bukan hanya sekedar
pelanggaran hukum terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam
ajaran islam seperti amanah dan amar ma’ruf nahi mungkar, tetapi juga
merupakan perbuatan syrik kepada Allah Swt karena menjadikan uang
sebagai sumber kekuatan (the power of money).
2. Dari Segi Sanksi
10 Hardiansyah   Suteja, op. cit., h. 72.
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a. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum
Positif
Membahas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana
korupsi (tipikor) itu tergantung dari jenis atau bentuk dari tindak pidana korupsi
yang dilakukan. Adapun sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam
perspektif hukum positif terdiri dari pidana penjara, pidana denda dan pidana
mati.
Adapun menyangkut pidana mati yang dijatuhkan terhadap seorang
koruptor terdapat pengecualian yakni hukuman mati hanya dapat diterapkan
apabila tindak pidana korupsi itu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan
bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya
bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada
waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
b. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum
Islam
Adapun sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi (al-
ghulul) meliputi sanksi di dunia, sanksi sosial, sanksi moral dan sanksi di akhirat.
3. Dari Segi Cara atau Strategi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
a. Cara atau strategi pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam
perspektif hukum positif berdasarkan cara yang digunakan oleh Susilo
Bambang Yudoyono (SBY).
Presiden Susilo Bambang Yudoyono sejak awal masa pemerintahannya
sudah mengambil berbagai langkah yang menunjukkan adanya keinginan kuat
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untuk memerangi dan memberantas korupsi di indonesia. Presiden SBY di
samping mengaktifkan lembaga-lembaga pemberantas korupsi yang sudah
terbentuk sebelumnya, juga membentuk lembaga-lembaga pemberantas korupsi
baru sebagai wadah dimulainya “Gerakan Nasional Pemberantas Korupsi”.
Presiden juga sudah cukup banyak memberikan izin kepada pengadilan untuk
memeriksa para pejabat negara yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.
Begitu pula lembaga pemberantas korupsi yang telah dibentuk antara lain
Tim Tastipikor (Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dua lembaga pemberantasan korupsi
andalan SBY, secara terus-menerus membongkar kasus-kasus korupsi kelas super
kakap. Seperti kasus korupsi dan suap di KPU, kasus korupsi Dana Abadi Umat
(DAU) suap di Mahkamah Agung, namun pemerintah atau Presiden dan wakilnya
tetap dinilai belum berhasil memberantas korupsi sebagaimana diharapkan.11
b. Cara atau strategi pemberantasan tindak pidana korupsi (al-ghulul) dalam
perspektif hukum islam.
Adapun langkah-langkah pemberantasan korupsi yang diterapkan Nabi
Muhammad Saw yang informasinya diperoleh melalui telaah hadis-hadis Nabi.
Hasil telaah itu sebagaimana dilaporkan pada bagian pertama, diketahui bahwa
strategi yang diterapkan Nabi dalam memberantas semua tindak kejahatan
termasuk korupsi adalah akhlak terpujinya sendiri al-haya atau malu. Mengancam
dengan siksaan neraka di hari akhirat, menjatuhkan hukuman fisik (potong tangan,
dan memuji orang yang tidak berbuat jahat dengan janji masuk syurga.
11 Mas Alim Katu, Korupsi Malu Ah (Cet.I; Makasssar: Pustaka Refleksi, 2007), h. 72-73.
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Al-haya sebagaimana dilaporkan di depan merupakan akhlak terpuji para
nabi. Bagi Nabi Muhammad Saw sifat dan sikap malu (al-haya) itu
diimplementasikan dalam semua aspek kehidupan manusia, sesuai tugas
kerasulannya yang diutus untuk menyempurnakan akhlaqulkarimah. Dengan
akhlak malu itu, merupakan bagian dari pada iman, nabi menjadikannya strategi
jitu dalam memberantas semua tindak kejahatan.12
12 A.S. Alam, op. cit., h. 78.
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BAB IV
STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA PENERAPAN SANKSINYA
A. Strategi Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi
1. Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum
Positif Berdasarkan Kebijakan pemerintah dalam pencegahan korupsi.
Korupsi yang marak terjadi di berbagai kegiatan-kegiatan pemerintah
berhubungan dengan penatalaksanaan (pengelolaan) berupa penerimaan dan
pembelanjaan uang negara. Faktor penyebabnya antara lain dikarenakan sistem
penerimaan dan pengelolaan keuangan negara yang kurang transparan dan
akuntabel. Sektor-sektor yang rawan korupsi hampir dijumpai di semua lini, di
sektor penerimaan negara, seperti perbankan, perpajakan, penerimaan bea cukai,
disektor pengeluaran negara seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,
perhubungan, dan lain sebagainya.
Sehubungan dengan itu, maka pemerintah dalam pemberantasan korupsi
mengeluarkan kebijakan salah satunya adalah menetapkan rencana aksi nasioanal
pemberantasan korupsi (RAN-PK) 2004-2009, mengingat penanganan korupsi
memerlukan pendekatan penanganan secara sistematis, yaitu melalui langkah-
langkah pencegahan. Langkah-langkah pencegahan dalam RAN-PK 2004-2009
diproritaskan pada:
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1) Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang
berhubungan langung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-
hari.
2) Memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan
pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia.
3) Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam
pencegahan korupsi.1
Selanjutnya salah satu strategi pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor)
antara lain sebgai berikut:
a. Menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah
b. Menaikkan moral pegawai
c. Legalisasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal
d. Kalangan elite kekuasaan harus memberi keteladanan bagi yang di bawah
Selain itu, untuk mencegah terjadinya korupsi besar-besaran bagi pejabat
yang menduduki jabatan yang rawan korupsi seperti bidang pelayanan
masyarakat, pendapatan negara, penegak hukum, dan pembuat kebijaksanaan
harus di daftar kekayaannya sebelum menjabat jabatannya sehingga mudah
diperiksa pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatannya yang
resmi.2
Adapun kewenangan KPK dalam mencegah terjadinya tindak pidana
korupsi (tipikor) adalah sebagai berikut:
1 Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakan
Hukum Tindak Pidana Korupsi (Cet.II; Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 13.
2 Jur Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional
(Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 247-248.
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1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan
penyelenggara negara;
2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
3) Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang
pendidikan;
4) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi
pemberantasasan tindak pidana korupsi;
5) Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
6) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi;3
2. Strategi pencegahan tindak pidana korupsi (al-ghulul) dalam perspektif
hukum Islam
Praktik korupsi di Indonesia begitu marak subur. Meski pahit, harus diakui
bahwa budaya masyarakat ikut memberikan sumbangan besar akan hal tersebut
lantaran masyarakat menganggap korupsi sebagai bagian dari kebiasaan kultral,
akhirnya masyarakat bersikap permisif, dan bahkan dalam banyak hal
menganggap praktik korupsi itu lumrah terjadi.
Sehubungan dengan itu, diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya tindak
pidana korupsi, baik melalui jalur pendidikan maupun melalui jalur agama:
a. Jalur pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal, nonformal, dan
informal sebagai berikut:
1) Formal
3 Theodorus M. Tuanakotta, Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi
(Cet. I; Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 44.
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a) Merumuskan dan meyosialisasikan pelajaran/mata kuliah civic eeducation
di berbagai lembaga pendidikan, sebagai upaya penyadaran bagi peserta
didik atau mahasiswa yang kelak dapat melahirkan warga negara yang
memiliki komitmen akan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran.
b) Perlunya pengajaran dan penyisipan materi/mata pelajaran “kurikulum
antikorupsi” secara menyeluruh di sekolah-sekolah. Hal itu dilakukan agar
kesadaran “antikorupsi” sang anak didik dapat ditumbuhkan mulai dari
dunia pendidikan. Sejak di bangku TK sampai perguruan tinggi anak
dibiasakan jujur, tidak menipu, tidak mengambil yang bukan haknya.
c) Melakukan reformasi silabus pendidikan keagamaan dari yang lebih
menekankan kesalehan individual menuju kesalehan sosial, dengan
melakukan reinterpretasi teks-teks keagamaan secara lebih kontekstual,
terutama yang terkait dengan isu korupsi.
d) Mendorong akademisi untuk terus melakukan berbagai penelitian (kualitatif
maupun kuantitatif) tentang korupsi maupun yang terkait dengan budaya
dan sosiologi korupsi.
e) Membersihkan lembaga-lembaga pendidikan dari praktik-praktik korupsi,
seperti pungutan berlebihan kepada orang tua murid dengan dalih
sumbangan gedung, seragam sekolah, uang olah raga, praktikum, dan
sebagainya, yang banyak terjadi di lembaga pendidikan negeri maupun
swasta.
f) Segera merealisaikan anggaran pendidikan 20% seseuai dengan ketentuan
yang diamanatkan undang-undang sehingga peluang untuk memperoleh
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akses pendidikan yang berkualitas dapat merata bagi seluruh lapisan
masyarakat yang berakibat pada meningkatnya kualitas sumber daya
manusia Indonesia.4
2) Nonformal
a) Mengadakan pelatihan-pelatihan dan pemantauan antikorupsi sehingga
dapat membangkitkan kesadaran secara luas pada kalangan terdidik untuk
bersama-sama memerangi korupsi.
b) Melakukan pendidikan dan penyadaran bagi segenap warga masyarakat
tentang bahaya korupsi melalui lembaga pengajian dan pengkajian agama
maupun upacara keagamaan.
c) Para pejabat, tokoh masyarkat, pemimpin informal, serta para hartawan
hendaknya memberikan keteladanan bagi masyarakat dalam sikap hidup
sederhana dengan tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki.
3) Informal
a) Meningkatkan fungsi pendidikan keluarga yang terkait dengan bahaya
korupsi bagi segenap anggota keluarga sejak usia dini. Hal itu sejalan
dengan firman Allah agar kaum muslim menjaga keluarga dari segala
bentuk kejahatan moral dan sosial: qu anfusakum wa ahlikum nara.
b) Para orangtua harus membimbing anak dalam keluarga agar dibiasakan
memiliki rasa bangga dan senang dengan usahanya sendiri, dan tidak dipacu
untuk mendapatkan hasil akhir yang tinggi tanpa usaha sehingga
4 Hardiansyah   Suteja, Telaah Fiqih Dalam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama: Koruptor Itu
Kafir (Cet. I; Jakarta Selatan: Mizan, 2010), h. 53-54.
60
menggunakan segala jalan termasuk yang tidak halal seperti menipu,
menyontek, menjiplak.
c) Mendorong para orangtua tokoh masyarakat, politisi, dan pejabat untuk
menjadi teladan bagi keluarga, masyarakat, dan birokrasi negara.
d) Membangun keluarga yang membiasakan budaya menabung dan hidup
secara produktif (tidak konsumtif) melalui pembudayaan sistem pengaturan
keuangan keluarga secara proporsional dan profesional.
b. Jalur keagamaan
Salah satu cara yang dapat diharapkan bisa memberikan konstribusi
signifikan terhadap upaya pencegahan korupsi di negeri ini adalah melalui
jalur keagamaan, yakni penyadaran mentalitas keagamaannya. Harapan
masyarakat akan pemberantasan korupsi melalui jalur keagamaan ini dapat
dipahami, mengingat para pelaku korupsi adalah orang-orang beragama.
Untuk itu, strategi yang dapat dilakukan melalui jalur ini adalah:
a) Mendorong para tokoh dan lembaga agama untuk mengeluarkan fatwa atau
opini tentang korupsi, serta sanksi moral bagi para pelaku korupsi.
b) Mendorong setiap pemeluk agama untuk lebih menghayati ajaran agamanya
karena penghayatan agama yang benar akan mencegah seseorang dari
melakukan tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya.
c) Membersihkan organisasi kemasyarakatan islam dan institusi-institusi
keagamaan (seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, lembaga
penyelenggar haji, yayasan, masjid, dan sebagainya) dari unsur-unsur dan
praktik-praktik korupsi.
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d) Mengoptimalkan potensi instistusi masjid yang cukup banyak bertebaran di
Tanah Air sebagai pusat pembinaan umat. Dengan demikian, amatlah
strategis bila upaya pencegahan korupsi juga melibatkan takmir/jamaah
masjid yang hampir dimiliki setiap komunitas umat di indonesia.
e) Proses penyadaran dan pemberdayaan melalui media pengajian majelis
taklim, khutbah jumat, dan momentum hari-hari besar islam serta metode
dakwah lain mengenai bahaya korupsi menjadi sangat signifikan pada masa
mendatang. Pada acara-acara keagamaan tersebut gerakan antikorupsi harus
terus digelorakan agar dapat membangun kesadaran kolektif di kalangan
masyarakat tentang bahaya korupsi bagi kehidupan masyarakat.5
B. Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1. Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum
positif
a. Peran komisi pemberantasan korupsi (KPK)
Adapun wewenang dari KPK dalam rangka pemberantasan tindak pidana
korupsi dinyatakan dalam pasal 7 UU-KPK sebagai berikut:
a) Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana
korupsi;
b) Menetapkan sistem pelaporan dan kegiatan pemberantasan tindak pidana
korupsi
c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
kepada instansi lain yang terkait;
5Ibid., h. 52-57.
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d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang
berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana
korupsi.6
b. Peran jaksa agung muda tindak pidana korupsi
Selanjutnya adapun langkah-langkah pemberantasan korupsi yang
dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus, yang pada intinya
menekankan beberapa langkah antara lain:
1) Percepatan dan penanganan eksekusi tindak pidana korupsi yang meliputi
kegiatan:
a) Menentukan sektor prioritas pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan
uang negara dengan indikator yang ingin dicapai:
- Memperjelas langkah-langkah pemberantasan korupsi.
- Membuka peluang untuk menyelamatkan kekayaan negara dalam jumlah
besar.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan dan
komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi.
b) Merumuskan dan menetapkan kriteria penentuan prioritas untuk penanganan
kasus-kasus korupsi yang telah ada untuk mempercepat penanganan dan
penyelesaian kasus dengan indikator yang ingin dicapai adalah
meningkatnya jumllah penyelesaian kasus menyangkut lembaga pelayanan
6 Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, op. cit., h. 23.
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publik dengan jumlah kerugian negara yang besar sehingga masyarakat
dapat merasakan manfaat pemberantasan korupsi.
c) Mempercepat pembekuan dan pengelolaan aset-aset negara dengan
indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya jumlah pengembalian
kekayaan negara dari tangan pelaku korupsi.
d) Melakukan pembatalan dan tinjau ulang terhadap SP3 terhadap perkara-
perkara korupsi yang secara hukum masih dapat diproses kembali dengan
indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat
terhadap aparat dan lembaga penegak hukum.
2) Peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum yang meliputi kegiatan:
a) Menyempurnakan sistem manajerial lembaga penegak hukum dengan
indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas proses penegak hukum.
b) Menyempurnkan dan mengimplementasikan pedoman pelayanan pengaduan
masyarakat dengan indikator yang akan dicapai adalah tingginya dukungan
masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di lembaga
penegak hukum.
c) Mengimplementasikan standar profesi atau kode etik dengan indikator yang
akan dicapai adalah tercapainya adalah tercapainya standar kinerja aparat
penegak hukum yang lebih terukur dan akuntabel.7
c. Strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan SBY
7 Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, op. cit., h. 24-25.
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Presiden Susilo Bambang Yudoyono sejak awal masa pemerintahannya
sudah mengambil berbagai langkah yang menunjukkan adanya keinginan kuat
untuk memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Presiden SBY di
samping mengaktifkan lembaga-lembaga pemberantas korupsi yang sudah
terbentuk sebelumnya, juga membentuk lembaga-lembaga pemberantas korupsi
baru sebagai wadah dimulainya “Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi”.
Presiden juga sudah cukup banyak memberikan izin kepada pengadilan untuk
memeriksa para pejabat negara yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.
Begitu pula lembaga pemberantas korupsi yang telah dibentuk antara lain
tim tastipikor (tim koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi) dan KPK
(komisi pemberantasan korupsi), dua lembaga pemberantasan korupsi andalan
presiden SBY, secara terus-menerus membongkar kasus-kasus korupsi kelas super
kakap. Seperti kasus korupsi dan suap di KPU, kasus korupsi dana abadi umat
(DAU), dan kasus suap di mahkamah agung, namun pemerintah atau presiden dan
wakilnya tetap dinilai belum berhasil memberantas korupsi sebagaimana
diharapkan.8
2. Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi (al-ghulul) dalam perspektif
hukum islam
Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi (al-ghulul) dengan
mendekontruksi budaya atas kebiasaan dan cara pandang dengan cara sebagai
berikut:
8 Mas Alim Katu, Korupsi Malu Ah (Cet.I; Makasssar: Pustaka Refleksi, 2007), h. 72-73.
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a) Memberantas dan mengikis budaya kultus dan paternalistik yang sudah
berlangsung secara turun-temurun, suatu kebiasaan yang telah menambah
kesuburan praktik korupsi. Budaya tersebut telah melahirkan sikap ewuh
pekewuh atau rikuh (sungkan) dalam upaya pemberantasan korupsi atau
penyimpangan lain yang dilakukan oleh orang tertentu yang memiliki
kedudukan terhormat di masyarakat. Bahkan tidak jarang dijumpai orang
yang sudah “tercemari korupsi” pun masih dihormati dan disanjung-
sanjung.
b) Memberantas budaya hadiah yang diberikan kepada orang yang memiliki
kewenangan tertentu dalam kaitannya dengan urusan publik. Sebab dalam
praktiknya, makna hadiah telah mengalami reduksi dan penyimpangan dari
konteks yang dimaksud oleh konsep hadiah itu sendiri. Hadiah semacam
itulah yang semakin menyuburkan praktik korupsi di Indonesia. Misalnya,
budaya “amplop” dalam upaya memuluskan sesuatu yang kita inginkan atau
menjanjikan komisi pemberi proyek.
c) Memberantas budaya “komunalisme” dalam kehidupan masyarakat dalam
konteks kebergantungan akan kehidupan kolektif yang kemudian
melahirkan sikap toleran terhadap praktik-praktik korupsi karena hal itu
dipandang merupakan bagian dari “kehidupan komunalnya”.
“Komunalisme” semacam itu menyimpang dan harus dikikis.
d) Budaya instan telah mendorong praktik penyimpangan dan korupsi karena
segala sesuatu ingin diraih dengan serbasingkat dan tanpa kerja keras. Etos
kerjapun telah dikesampingkan karena dipandang memperlama proses
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pencapaian sesuatu yang diinginkan. Akibatnya atau prosedur yang sudah
menjadi ketentuan dengan mudah akan dilanggar.
e) Mengikis budaya permisif (bersifat terbuka), hedonistik, dan materialistik.
Perilaku masyarakat yang permisif terhadap segala bentuk penyimpangan
telah mendorong praktik korupsi semakin subur. Begitu juga kehidupan
masyarakat yang hedonistik dan materialistik telah menghilangkan
idealisme dalam menegakkan nilai-nilai kebajikan. Akibatnya parameter
yang digunakan bersandar pada kenikmatan duniawi dan materi sehingga
pelakunya terdorong melakukan penyimpangan atau koruptif agar
keinginannya terpenuhi. Fenomena seperti itu telah menjadi wabah endemik
di kalangan masyarakat.
f) Perlunya membangun budaya kritis dan akuntabilitas pada masyarakat
sehingga tidak memberi ruang bagi lahirnya praktik korupsi. Orang akan
berfikir panjang untuk melakukan korupsi karena masyarakat akan bersikap
kritis dan sekaligus menuntut akuntabilitas terhadap setiap
jabatan/kewenangan yang diembannya.
g) Perlunya pengidentifikasian masalah korupsi secara menyeluruh disertai
informasi yang jelas mengenai dampak korupsi dan strategi untuk melawan
korupsi. Penjelasn konkret bahwa bahwa korupsi menyebabkan kemiskinan,
tiadanya pelayanan publik yang memadai, hancurnya sumber daya manusia,
serta kian merosotnya tingkat kesejahteraan, harus segera dilakukan
sehingga rakyat merasa terdorong untuk bersama-sama melawan korupsi.
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h) Masyarakat harus diberi penjelasan terus-menerus bahwa sebagian dari
sikap, kebiasaan, dan perilaku merekan memiliki kecendrungan kolutif dan
koruptif. Selain itu, perlu dilakukan suatu usaha yang lebih sistematik untuk
melawan kecenderungan seperti itu.9
C. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
1. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif
hukum positif
Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yakni
berupa pidana penjara dan pidana denda berdasarkan jenis atau bentuk tindak
pidana korupsi yang dilakukan antara lain sebagai berikut:
1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara (Pasal 2,3 UU No. 31 Tahun 1999).
a. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999
1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
b. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)
9 Hardiansyah Suteja, op. cit., h. 50-52.
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tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).10
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang
menerima suap) (Pasal 5, 11, 12, 12 B UU No. 20 Tahun 2001).
a. Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001
1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena
atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,
dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian
atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b,
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
b. Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa
hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan
yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang
yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan
jabatannya.
c. Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
10 Lihat UU No. 31 Tahun 1999, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta, 1999), h. 3.
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denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji,
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat
atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
c) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi
putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
d) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima
hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau
janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan
diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan
untuk diadili;
e) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan
sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
f) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan
tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-
olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum
tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut
bukan merupakan utang;
g) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan
tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-
olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut
bukan merupakan utang;
h) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan
tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai,
seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan
orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut
bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau
i) Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak
langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau
persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian
ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
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d. Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001
1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a) Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan
oleh penerima gratifikasi;
b) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).11
3. Kelompok delik penggelapan (Pasal 8, 10, UU No. 20 Tahun 2001).
a. Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau
orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan
umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya,
atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan
oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
b. Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima
puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang
diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau
untuk sementara waktu, dengan sengaja:
a) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat
dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan
11 Lihat UU No 20 Tahun 2001, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta, 2001), h. 3,5-7.
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atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena
jabatannya; atau
b) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
c) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.12
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 e dan f UU No. 20
Tahun 2001).
a. Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan
sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
b. Pasal 12 huruf f UU No. 20 Tahun 2001
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan
tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-
olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum
tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut
bukan merupakan utang;13
5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan
rekanan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001).
a. Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001
1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00
(tiga ratus lima puluh juta rupiah):
a) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau
penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan,
12Ibid., h. 4-5.
13 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak
Pidana Korupsi (Jakarta: KPK, 2006), h. 69,73.
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melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang
atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
b) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan
bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;
c) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara
Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan
negara dalam keadaan perang; atau
d) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan
TentaraNasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud
dalam huruf c.
2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orangyang
menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan
curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).14
Adapun sanksi lain yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
(tipikor) yakni sebagai berikut:
1. Pidana Mati
Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang
dilakukan dalam keadaan “tertentu”. Adapun yang dimaksud dengan “keadaan
tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak
pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai
dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional,
14 Lihat UU No 20 Tahun 2001, op.cit., h. 4.
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sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan
krisis ekonomi (moneter).15
2. Pidana Tambahan
a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau
barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak
pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana
korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-
barang tersebut.
b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama
dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
c) Penuntutan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1
(satu) tahun.
d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan
seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan
oleh pemerintah kepada terpidana.
e) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1
(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang
untuk menutupi uang pengganti tersebut.
f) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang
lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai
15 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12.
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ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan lamanya pidana
tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.16
a. Penerapan sanksi terhadap peaku tindak pidana korupsi (al-ghulul) dalam
perspektif hukum Islam
Adapun penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam
perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut:
Korupsi merupakan kejahatan yang mempunyai modus operandi beragam
dan terus berkembang serta menimbulkan kerusakan yang bersifat massif. Pada
dasarnya hukum islam memberi ganjaran di dunia maupun di akhirat berkenaan
dengan korupsi. Ada beberapa jenis sanksi yang bisa diberikan pada pelaku
kejahatan korupsi sesuai dengan besaran korupsi, dampak yang ditimbulkan dan
frekuensi tindakan tersebut.17
Dibawah ini ada beberapa jenis sanksi yang bisa diterapkan bagi pelaku
tindak pidana korupsi yakni sebagai berikut:
1) Sanksi di Dunia
Adapun beberapa bentuk sanksi hukum yang bisa diberikan adalah sebagai
berikut:
a) Sanksi hukum nonfisik
1. Pemecatan
2. Denda
3. Penyitaan
16 Ibid., h. 14-15.
17 Hardiansyah Suteja, op. cit., h. 134.
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b) Sanksi hukum fisik
1. Dibunuh dan disalib seperti qat’u al-thariq yang merampok harta dan
mengakibatkan kematian. Misalnya, korupsi dana penanggulangan
bencana.
2. Diusir dan diasingkan atau dipenjara sebagaimana hirabah dan qat’u al-
thariq dalam kondisi dikhawatirkan mengancam kehidupan atau
keselamatan orang lain. Misalnya, korupsi dana reboisasi yang dapat
mengancam keselamatan orang lain dengan timbulnya banjir.18
2) Sanksi Sosial
Masyarakat Indonesia secara umum sangat permisif (bersifat terbuka)
terhadap korupsi. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan sikap tetap bangga
bergaya hidup mewah, meskipun dibiayai dengan harta hasil korupsi; tidak
hilangnya rasa hormat masyarakat terhadap seseorang yang mempunyai indikasi
kuat melakukan korupsi; dan terbukanya lembaga-lembaga islam terhadap
sumbangan hasil korupsi.
Berikut adalah beberapa sanksi sosial yang bisa diterapkan pada pelaku
tindak kejahatan korupsi:
a. Dikucilkan karena memakan harta korupsi yang sama saja dengan memakan
barang haram (al-shut). Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-ma’idah/5: 42
sebagai berikut:


18 Hardiansyah Suteja, op. cit., h. 135.
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




Terjemahnya:
Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak
memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk
meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau
berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka
tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu
memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara
mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
adil.19
Termasuk bagian dari pengucilan itu adalah tidak memilih pelaku koruptor
sebagai pemimpin formal, baik sebagai wakil rakyat (anggota DPR, DPD, dan
DPRD) dan pejabat, dan tidak mengakuinya sebagai pemimpin nonformal
(pemuka masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama).
b. Tidak diterima kesaksiannya, seperti kesaksian dalam pembuktian hukum di
pengadilan, kesaksiannya dalam itsbat (penetapan) awal ramadhan/syawal,
dan lain-lain. Kesaksian seorang pengkhianat tidak diterima, sementara
pelaku korupsi adalah orang yang telah berkhianat. Termasuk bagian dari
penolakan pelaku korupsi sebagai saksi adalah menolaknya sebagai saksi
persengketaan di luar maupun di dalam pengadilan, saksi pernikahan, dan
saksi lainnya.20
3) Sanksi Moral
19 Lihat Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV PENERBIT J-ART,
2007), h. 114.
20 Hardiansyah Suteja, op. cit., h. 136.
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Melihat dampak yang sangat serius, maka sanksi moral juga menjadi sangat
penting untuk diterapkan pada pelaku korupsi. Tujuan sanksi moral adalah agar
kalangan Muslim sebagai masyarakat beragama, terutama tokoh-tokoh agamanya,
terus-menerus mangingatkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang sangat
bertentangan dengan moral agama sehingga masyarakat tidak lagi permisif
(bersifat terbuka) terhadap tindak kejahatan korupsi.
Berikut ini adalah beberapa sanksi moral yang bisa diterapkan pada pelaku
tindak pidana korupsi:
a. Jenasahnya tidak dishalati oleh para pemuka agama.
b. Koruptor adalah orang tercela dan celaka karena mereka berbuat curang.
c. Koruptor dilaknat Allah karena koruptor telah melakukan kejahatan yang
lebih besar daripada riswah.
4) Sanksi di Akhirat
Sebagaimana sebuah kebajikan mempunyai balasan di akhirat, Islam
menegaskan bahwa kejahatan juga mempunyai sanksi diakhirat, disamping sanksi
di dunia. Keyakinan atas adanya sanksi di akhirat itu diharapkan dapat mencegah
masyarakat Muslim dari korupsi. Beberapa sanksi di akhirat bagi pelaku tindak
kejahatan korupsi adalah sebagai berikut:
a. Korupsi dapat menghalangi pelakunya masuk surga karena harta hasil
korupsi termasuk al-shut.
b. Tidak hanya mencegah masuk surga, korupsi juga dapat menyebabkan
pelakunya masuk neraka.
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c. Harta hasil korupsi akan membebaninya pada Hari Kiamat karena korupsi
juga merupakan ghulul.21
21 Hardiansyah Suteja, op. cit., h. 137-140.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah menguraikan dari bab ke bab, maka dapat disimpulkan pada setiap
pembahasan agar lebih muda dipahami, yakni sebagai berikut:
1. Secara yuridis formal tindak pidana korupsi diatur dalam berbagai
perundang-undangan khususnya dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No.
20 Tahun 2001,sedangkan dalam perspektif hukum Islam disebut dalam
berbagai berbagai istilah dalam Al-qur’an dan pendapat para ulama. Korupsi
dalam perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh para alim ulama
dimaknai sebagai suatu bentuk perbuatan syirik karena tidak lagi meyakini
Allah sebagai tuhannya dan menjadikan uang sebagai sumber kekuatan (the
power of money). Selain itu, korupsi (al-ghulul) juga dapat berarti
mengambil harta dari ghanimah (rampasan perang) karena takut tidak
mendapat bagian setelah ghanimah itu dibagikan. Secara kriminologi tindak
pidana korupsi tidak akan pernah hilang, namun dapat diminimalisir dengan
pemberian pendidikan agama, pendidikan moral, serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
2. Konsep penerapan sanksi tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum
positif yakni dengan memberikan sanksi berupa pidana penjara, pidana
denda dan penerapan pidana mati yang diterapkan pada kondisi tertentu
seperti pada saat Negara dalam keadaan krisis. Sedangkan penerapan sanksi
terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam
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terdapat beberapa jenis sanksi yang bisa diterapkan yakni berupa sanksi di
dunia, sanksi sosial, sanksi moral dan sanksi di akhirat.
3. Strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni
dengan upaya prefentif atau pencegahan dengan pengawasan oleh aparat
penegak hukum. Selanjutnya, yakni dengan menetapkan rencana aksi
nasional pemberantasan korupsi (RAN-PK) 2004-2009. Selain itu, lembaga
yang berwenang dalam hal ini KPK dan juga Jaksa Agung turut andil dalam
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif  hukum Islam
yakni dilakukan melalui jalur pendidikan dan jalur keagamaan.
B. Implikasi Penelitian
Al-hamdulillah penulis berharap dengan selesainya skripsi ini sebagai
sebuah karya tulis ilmiah dapat menjadi salah satu bagian yang turut memberikan
sumbangsi pemikiran khususnya terkait dengan persoalan tindak pidana korupsi
baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islam.
Penulis juga berharap skripsi ini tidak hanya sekedar memberikan sumbangsi
pemikiran, akan tetapi juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam meningkatkan
pemahaman kita khususnya terkait dengan persoalan tindak pidana korupsi.
Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat
kepada seluruh kalangan baik dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah
serta dapat bernilai ibadah yang menjadi wasilah bagi penulis untuk mendapat
limpahan kasih sayang-Nya sekaligus Ridha-Nya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.
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